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Pengangkatan menteri-menteri merupakan kewenangan konstitusional 
yang dimiliki oleh presiden berdasarkan pasal 17 ayat (2) UUD 1945. 
Pelaksanaan pengangkatan menteri diatur lebih lanjut dalam bentuk 
syarat pengangkatan dan pemberhentian menteri pada Undang-Undang 
No. 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hadirnya syarat 
tersebut dapat berguna sebagai sarana kontrol yurudis bagi presiden agar 
tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengangkat dan 
memberhentikan menteri. Hadirnya syarat-syarat ini menegaskan bahwa 
kewenangan presiden dalam mengangkat menteri boleh dilakukan secara 
bebas atau asal menunjuk. Akan tetapi, pada praktiknya presiden tidak 
selalu memastikan apakah personalia yang ditunjuk untuk diangkat 
menjadi menteri memenuhi syarat pengangkatan menteri yang telah 
diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini, menurut pandangan Imam 
Al-Mawardi tentang pengangkatan menteri memiliki kesamaan dengan 
sistem presidensil Indonesia yaitu, memberikan kewenangan terhadap 
kepala negara atau khalifah mengangkat/memberikan jabatan 
menteri/wazir dalam memilih dan menentukan menteri sesuai dengan 
bidang dan tanggungjawabnya dengan cara menunjuk langsung menjadi 
seorang menteri. Adapun kepenulisan ini mengunakan metode penelitian 
secara yuridis normatif, di mana penulis menggunakan undang-undang, 
artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam menganalisa 
terkait relevansi antara pengangkatan menteri pada sistem presidensil dan 
pengangkatan menteri/wazir perspektif Imam Al-Mawardi. Dengan 
demikian, pengangkatan menteri pada sistem presidensil seharusnya 
menempatkan presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan dengan tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam 
menunjuk menteri sehingga sesuai dengan syari’at Islam, yaitu 
pengangkatan menteri perspektif Imam Al-Mawardi. Adapun hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan menteri yang 
diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara telah 







Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
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Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, sujud dan syukurku 
kesembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan 
Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku 
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam 
menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah 
awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan Al-Fatihah beriring 
selawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang 
tiada terkira, terima kasihku untukmu Baginda Nabi Muhammad SAW 
sang motivator pergerakan revolusioner dalam berhukum, bersistem, dan 
bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Penulis mengucapkan terima 
kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan mempersembahkannya 
untuk: 
1. Kedua orang tua kandungku, Ibu Wiwik Sugiarti dan Bapak Sunardi, 
terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan dukungan serta 
doa yang tiada henti. 
2. Kakak perempuanku tercinta Rahayu Wiliandri yang selalu memberi 
motivasi, semangat, dan menjadi panutan ku. 
3. Sahabat-sahabatku tersayang yang tidak bisa kusebutkan satu per satu, 
yang selalu senantiasa membantu dalam proses menyelesaikan 
perkuliahanku.  
4. Teruntuk seseorang di hati yang tanpa ku sadari selalu ada dan 
menyemangati serta memotivasi ku untuk menjadi perempuan yang 
baik, cerdas, dan mandiri.  
5. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas 
Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis 
menimba ilmu pengetahuan.  
7. Dan terakhir, untuk diriku sendiri. Terimakasih sudah berjuang sejauh 
ini dan sehebat ini menjalani proses menyelesaikan skripsi dan proses-
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A. Penegasan Judul 
Hak Prerogratif Presiden dalam Pengangkatan Menteri 
(Appointment Power) adalah salah satu kewenangan Presiden 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 17 ayat 2 atas hasil 
perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi 
“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” 
UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan mendudukan menteri-
menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat oleh presiden. 
Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa kedudukan menteri 
berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
merupakan ciri penting bahwa sistem pemerintahan Republik 
Indonesia adalah presidensial murni.
1
 
Sistem Presidensil di Indonesia  ialah sistem pemerintahan 
yang dipakai bangsa Indonesia. Sistem presidensil atau sering 
disebut dengan sistem presidensial ini merupakan suatu sistem 
negara yang dipimpin oleh presiden.
2
Presiden dan wakil presiden 
dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, pada 
sistem presidensial negara mendudukan presiden sebagai kepala 
negara sekaligus kepala pemerintahan yang mempunyai 
kewenangan mengangkat dan memberhentikan para menteri.Para 
menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap 
presiden. 
Imam Al-Mawardi atau Abu Hasan Ali Bin Muhammad 
Bin Habib al- Mawardi lahir pada tahun 364 H adalah seorang ahli 
fiqh, hadist dan, politikus muslim. Beliau dikenal sebagai tokoh 
terkemuka Madzhab Syafi’i pada abad ke 10 dan pejabat tinggi 
                                                             
1Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 
2006), 175 
2Ari Welianto, “Sistem Presidensial, Sistem Pemerintahan di Indonesia” (On-
Line), tersedia di: 
http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/05/160000869/siste





yang berpengaruh dalam pemerintahan Abbasiyah.
3
Beberapa 
karangan beliau yang terkenal adalah Kitab al-Ahkām al-
Sultāniya (buku tentang tata pemerintahan), Qanun al-
Wazārah (Undang-undang tentang Kementerian), dan Kitab 
Nasihat al-Mulk (berisi nasihat kepada penguasa). 
Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini 
adalah suatu kajian tentang mekanisme mengangkatan menteri 
pada sistem presidensil dan relevansinya terhadap mekanisme 
pengangkatan menteri berdasarkan pada konsep kementerian Al-
Wizārarah (الِوَزاَرة) Imam Al-Mawardi, dalam hal ini konsep 
kementerian Al-Mawardi mempunyai peran penting dalam sistem 
pemerintahan modern, lalu dikaitkan dengan al-Ahkām as-
Sultāniya )الحكم السلطانية( dalam pemerintahan pada saat ini, yaitu 
sistem kementerian digagas oleh Imam Al-Mawardi relevan 
dengan perkembangan sistem pemerintahan di abad sekarang ini, 
yaitu sistem presidensil. 
B. Latar Belakang Masalah 
UUD 1945 hasil perubahan mendudukan menteri-menteri 
sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh 
presiden.
4
Asshiddiqie menekankan bahwa kedudukan menteri 
berdasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
merupakan ciri penting bahwa sistem pemerintahan Republik 
Indonesia adalah presidensial murni. Presiden mengangkat 
menteri-menteri tanpa persetujuan parlemen dan dapat 
memberhentikan serta mengganti menteri sekehendaknya tanpa 
persetujuan parlemen. Oleh karena itu, menteri-menteri 
bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada parlemen dan 
tidak bergantung kepada parlemen. 
Namun, menurut Asshiddiqie, kewenangan presiden untuk 
mengangkat menteri tidak boleh bersifat mutlak tanpa kontrol 
parlemen. Kontrol parlemen berguna agar kualitas menteri-
                                                             
3Nafia Ilma, “Al Mawardi Biografi dan Konsep Kenegaraannya” (On-Line), 
tersedia di: https://www.kompasiana.com/ilnaf/5dc0b5c4d541df71103d3302/al-
mawardi-biografi-dan-konsep-kenegaraannya, (diakses pada 21 Juni 2020). 
4 Undang-Undang DasarRepublik Indonesia, Perubahan Keempat Undang-





menteri sesuai dengan bidangnya sehingga dapat mendukung 
program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Asshiddiqie 
memberikan catatan bahwa prinsip merit system  harus menjadi 
dasar bagi rekrutmen dalam jabatan menteri karena, sistem 
pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Sistem 
presidensial memberikan keleluasan kepada presiden untuk 
menentukan kabinetnya secara lebih mandiri sehingga penerapan 
merit system lebih mudah dilakukan.5 
Istilah kementerian di dalam Islam juga telah dikenal 
melalui gagasan Imam Al-Mawardi dalam sistem pemerintahan 
Islam, meskipun dalam Fiqih Siyasi digunakan istilah wazir (وزير) 
namun, istilah ini digunakan dengan konotasi bahasa, yaitu 
pembantu khalifah. Dalam hal ini khalifah atau pemimpin wajib 
memilih pembantu terbaik di antara rakyatnya dengan berpijak 
pada integritas dan kapabilitas. Oleh karena itu, haram hukumnya 
bagi pemimpin yang mengangkat pejabat atau pegawai hanya 
atas dasar hubungan subjektivitas seperti kekeluargaan, 
kekerabatan, kedekatan personal atau persahabatan, dan lain-lain. 
Selain itu, pemimpin atau presiden berkewajiban mengawasi para 




Namun, di Indonesia sejak era reformasi terlihat setiap 
presiden menggunakan kekuasaannya dalam pembentukan 
kabinet sebagai alat untuk membangun koalisi dengan harapan 
mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Dalam kondisi 
parlemen yang terfragmentasi tinggi, koalisi juga diisi oleh 
banyak partai politik dan jabatan menteri juga diberikan ke 
banyak partai politik. Di era pemerintahan Presiden 
Abdurrahman Wahid fenomena ini sangat terlihat. Terdapat 7 
partai politik yang mendapatkan kursi kementerian di kabinetnya 
                                                             
5Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi,(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 
2006), 175. 
6  Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem 





dan 23 dari 34 kursi kabinet didominasi oleh menteri-menteri 
yang berasal dari partai politik. 
Kecenderungan untuk memperluas koalisi dengan 
instrumen appointment power memang sangat terasa dalam setiap 
pembentukan pemerintahan. Pembentukan kabinet menjadi 
momen berikutnya untuk memperluas koalisi pemerintahan 
setelah koalisi yang dilakukan sebelum pemilihan umum (pre 
electoral coalition). Bahkan, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dalam periode kedua pemerintahannya yang sudah 
memperoleh dukungan koalisi mayoritas dan memenangkan 
pemilihan presiden dengan perolehan 60,8% suara, masih perlu 
memperluas koalisinya dalam momen pembentukan kabinet. 
Padahal ketika memasuki pemilihan presiden, SBY-Boediono 
telah menghimpun berbagai partai politik dalam koalisisnya yang 
jika dijumlahkan sudah mencapai 56,56% kursi di DPR.  
Appointment power yang dimiliki Presiden Indonesia 
secara eksklusif juga telah dijadikan cara bagi presiden untuk 
melakukan pengendalian dinamika internal koalisi dalam 
perjalanan mengelola koalisi. Posisi di kabinet adalah satu alat 
tukar utama dalam membangun koalisi sehingga memperluas 
koalisi dan menghukum peserta koalisi yang tidak disiplin 
dengan cabinet reshuffle dinilai sebagai langkah yang efektif.7 
Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo 
periode 2019-2024 diumumkan pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 
di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan setelah 
proses wawancara dilakukan presiden selama dua hari 
belakangan. Kabinet Indonesia Maju terdiri atas 34 menteri, dari 
jumlah tersebut, 18 kursi diisi oleh sosok dari kalangan 
professional non-parpol, sedangkan 16 menteri diisi oleh sosok 
berlatar belakang parpol. Dilihat dari komposisinya, kursi menteri 
dari parpol bertambah jika dibandingkan Kabinet Kerja yang 
pertama kali diumumkan pada tahun 2014. Sementara menteri 
perempuan justru berkurang dari delapan menjadi lima orang. 
                                                             
7 Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling 
Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, (Depok: PT. 





Adapun dari segi usia, mayoritas menteri kabinet Indonesia Maju 
berusia di atas 60 tahun.  
Sebutan untuk gemuknya Kabinet Indonesia Maju tidak 
bisa dipungkiri merupakan akibat gemuknya koalisi pendukung 
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, gemuknya koalisi berdapak 
pada lemahnya oposisi yang seharusnya berperan penting untuk 
mengontrol kebijakan pemerintah sedangkan, gemuknya koalisi 
dalam Kabinet Indonesia Maju berpotensi membuat proses 
pengambilan keputusan berkurang efektivitasnya. Selain daripada 
gemuknya koalisi dalam Kabinet Indonesia Maju, pemilihan 
menteri-menteri pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 lalu oleh 
Presiden Joko Widodo juga menuai kontroversi publik karena, 
selain dianggap bukan ahlinya, ada juga menteri yang pernah 
diberi sanksi etik kedokteran. Salah satu yang dianggap publik 
sebagai sosok kontroversial adalah Fachrul Razi, yang dipilih 
Jokowi sebagai Menteri Agama. Fachrul Razi dianggap 
kontroversi, lantaran background-nya yang berasal dari militer 
dan tidak memiliki riwayat tergabung dalam basis agama. 
Menteri Kesehatan, dr. Terawan yang dipilih Presiden 
Jokowi juga menimbulkan kontroversi karena, ia pernah diberi 
sanksi pelanggaran etik kedokteran. Pelanggaran tersebut salah 
satunya terkait dengan penggunaan metode „brain wash‟ yang 
digunakan Terawan mengobati pasiennya. Selanjutnya, ST 
Burhanudin yang masuk dalam susunan Kabinet Jokowi sebagai 
Jaksa Agung. Namun, sejumlah pihak menilai pemilihan ST. 
Burhanuddin tidak terlepas dengan alasan kepentingan politik 
tertentu, karena Burhanuddin merupakan adik dari politisi PDI-P 
TB Hasanuddin. Setelah itu, sosok Tito Karnivan yang 
sebelumnya merupakan Kapolri ditunjuk Jokowi untuk menjadi 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penunjukkan Tito menuai 
banyak pertanyaan publik. Salah satu alasannya, karena Tito 
dianggap belum bisa mengungkap kasus penyiraman air keras 





masih ada beberapa menteri lainnya yang dinilai menuai 
kontroversial di kalangan publik.
8
 
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis 
merasa sangat tertatik untuk mengadakan penelitian mengenai 
hak eksklutif presiden dalam mengangkat menteri-menteri 
(appointment power) khusunya pada masa pemerintahan Jokowi-
Ma’ruf Amin tahun 2019-2024 yang ditinjau dari aspek hukum 
Islam karena, di dalam sistem pemerintahan Islam juga dikenal 
dengan adanya pembantu (imam) khalifah atau disebut dengan 
wazir. 
 
C. Fokus Penelitian Sub-Fokus Penelitian 
Penelitian ini difokuskan pada hak prerogatif presiden 
dalam mekanisme pengangkatan menteri-menteri (appointment 
power) sebagai pembantu presiden khusunya pada masa 
pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Peneliti ingin 
memahami relevansi pengangkatan menteri dalam sistem 
pemerintahan Indonesia dan pengangkatan menteri menurut 
Imam Al-Mawardi. Fokus berikut ini dibuat setelah melakukan 
pengkajian kepustakaan yang relevan dan juga mengamati 
perkembangan politik pada masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf 
Amin di media elektronik dan surat kabar.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa 
pokok masalah yang dirumuskan, diantaranya: 
1. Bagaimana mekanisme pengangkatan menteri oleh presiden 
dalam sistem pemerintahan Indonesia dan menurut Undang-
Undang Nomor 39 Tentang Kementerian ? 
2. Bagaimana sistem pengangkatan menteri menurut Imam Al-
Mawardi ? 
3. Bagaimanakah relevansi pengangkatan menteri dalam sistem 
pemerintahan Indonesia sesuai dengan UU No. 39 Tentang 
Kementerian pengangkatan pengangkatan wazir atau menteri 
                                                             
8Nur Rohmi Aida, “7 Menteri yang Dianggap Kontroversi, Siapa Saja Mereka 









E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pokok masalah 
yang terjadi, ada beberapa pokok tujuan penelitian, diatanranya: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan menteri oleh 
presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia dan menurut 
Undang-Undang Nomor 39 Tentang Kementerian. 
2. Untuk mengetahui sistem pengangkatan menteri menurut Imam 
Al-Mawardi. 
3. Untuk mengetahui relevansi antara pengangkatan menteri dalam 
sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan UU No. 39 
Tentang Kementerian dengan pengangkatan wazir atau menteri 
perspektif Imam Al-Mawardi. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini: 
1. Hasil studi diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran 
untuk khazanah keilmuan politik dan sistem ketatanegaraan 
Indonesia dan ketatanegaraan Islam, terutama oleh mahasiswa 
Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar‟iyyah), Fakultas Syariah 
UIN Raden Intan Lampung. 
2. Untuk membawa wacana bagi penelitian dan siapa saja yang 
tertarik dengan keilmuan politik dan sistem ketatanegaraan 
Indonesia serta sistem ketatangaraan Islam, terkhusus pada 
fenomena yang terjadi dalam penerapan ketentuan hak 
kekuasaan eksklusif presiden dalam mengangkat menteri-
menteri (appointmet power) terutama pada masa 
pemerintahan presidensial di Indonesia.  
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Perubahan UUD 1945 memberikan Presiden kekuasaan 
eksklusif dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 





hasil perubahan mendudukkan menteri-menteri sebagai pembantu 
presiden. Sistem presidensial memberikan keleluasan kepada 
presiden untuk menentukan kabinetnya sendiri secara lebih mandiri 
sehingga penerapan merit system lebih mudah dilakukan. Namun, 
pada penerapannya hak kekuasaan presiden dalam mengangkat 
menteri-menteri cenderung digunakan untuk memperluas koalisi 
pemerintahan setelah koalisi yang dilakukan sebelum pemilihan 
umum (pre electoral coalition). Sehingga, banyak peneliti yang 
mengkaji, membahas dan menganalisis tentang hak kekuasaan 
eksklusif presiden dalam mengangkat menteri-menteri 
(appointment power), di antaranya: 
1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya 
Perkembangan & Komsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi menjelaskan bahwa menteri sebagai pemegang 
amanat jabatan politik (political appointe), para menteri negara 
tidak boleh memaksakan aspirasi politik suatu partai politik ke 
dalam sistem birokrasi kementerian yang dipimpinnya.
9
Jimly 
Asshiddiqie menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana 
seharusnya menteri yang pantas dipilih oleh presiden dan apa 
saja tugas menteri yang seharusnya. Perbedaan terhadap 
penelitian ini terletak pada segi pembahasannya, penelitian pada 
skipsi ini lebih membahas tentang bagaimana pengangkatan 
menteri oleh presiden sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian dan pengangkatan wazir (pembantu 
khalifah/pemimpin) prespektif imam Al-Mawardi  serta 
menganalisa bagaimana relevansinya dengan pengangkatan 
menteri pada sistem presidensial.  
2. Dr. Fitra Arsil, S.H. dalam bukunya Teori Sistem 
Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar 
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara juga membahas 
tentang kekuasaan presiden dalam mengangkat dan 
                                                             
9Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 







memberhentikan menteri-menteri (appointment power), Fitra 
Asril dalam bukunya lebih menjelaskan tentang dampak politik 
akibat adanya perubahan UUD 1945 termasuk salah satunya 
tentang hak kekuasaan presiden dalam mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri
10
. Perbedaan terhadap 
penelitian adalah pada penelitian ini tidak hanya membahas 
tentang dampak politik akibat adanya perubahan UUD 1945 
yaitu hak kekuasaan ekslusif presiden dalam mengangkat dan 
memberhentikan presiden namun, penelitian ini membahas 
lebih rinci membahas syarat-syarat dan sistem pengangkatan 
menteri oleh presiden serta tugas dan fungsi menteri 
berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi dan UU No. 39 Tahun 
2008 Tentang Kementerian.  
3. Imam Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkām al-
Sultāniya mengemukakan tentang lembaga-lembaga 
pemerintahan yang salah satu diantaranya ialah wazir atau 
menteri. Dalam kitab tersebut dijelaskan bagaimana wazir dapat 
diangkat atau dilantik oleh imam (khalifah), syarat-syarat 
menjadi wazir serta fungsi dan kewenangannya. 11 Namun, 
penjelasan imam Al-Mawardi hanyalah berpusat pada masa 
pemerintahan Islam terdahulu, sehingga berbeda dengan 
peristiwa yang akan penulis bahas, teliti, dan analisis.  
4. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Wahyu Gunawan juga telah 
membahas tentang Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan 
Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia. Wahyu 
Gunawan menjelaskan tentang mekanisme, pengangkatan dan 
pemberhentian menteri oleh presiden di Indonesia.
12
 Namun, 
Wahyu Gunawan tidak membahas secara terperinci analisis UU 
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No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian. Sehingga, berbeda 
dengan penelitian yang penulis bahas, teliti, dan analisis. 
5. Pemikiran imam Al-Mawardi dibahas kembali oleh Yustiana 
alumni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam 
skripsinya yang berjudul Konsep Kementerian (Al-Wizārah) 
Imam Al-Mawardi Dan Relevansi terhadap Sistem 
Pemerintahan Kontemporer. Skripsi tersebut memuat 
pandangan imam Al-Mawardi tentang apa saja tugas dan 
kewenangan menteri-menteri serta mengkaitkannya dengan 
sistem pemerintahan kontemporer.
13
 Namun, pada skripsi 
tersebut tidak menjelaskan secara mendetail bagaimana 
pengangkatan menteri sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan 
penelitian, di mana metode dapat diartikan sebagai salah satu cara 
untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara 
seksama dengan mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri 
merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan 
untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan 
kebenaran.
14
Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai 
pengetahuan yang benar diperlukan metode yang mampu 
mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. 
Berangkat dari hal tersebut, maka penulis perlu menentukan cara 
atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan 
dalam penelitian ini: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
a. Jenis Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka 
jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian 
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kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan 
informasi dengan bantuan berbagai buku yang berkaitan 
dengan masalah yang penulis teliti yang akan dibahas dalam 
penelitian ini.
15
Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji 
penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum 
positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan 
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 
lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini 
memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang 





b. Sifat Penelitian 
Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu 
sifatnya yang normatif, praktis dan perspektif.
17
Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskripif 
analisis, adapun pengertian dari sifat penelitian deskriptif 
analisis ini yaitu suatu metode yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek 
yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 
yang berlaku untuk umum.
18
Penelitian ini menggunakan 2 
pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yiatu di antaranya 
pendekatan konseptual (conceptual approach) dan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach). 
Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu 
pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 
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Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap 
pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum 
yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi 
hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 
Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan 
memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, 
maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. 
Kemudian pendekatan berikutnya yaitu pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) ialah pendekatan 
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 





2. Sumber Data  
Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang 
diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang 
diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), 
sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka 
lazimnya dinamakan data sekunder.
20
Data dalam skripsi ini 
adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan 
perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta 
dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data 
hukum sekunder ini mencakup tiga bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian, di antaranya: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan pokok yang 
digunakan dalam proses penelitian, yaitu karya-karya tokoh 
yang diteliti berkaitan dengan pokok masalah. Buku-buku 
yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian menjadi 
acuan pokok (primary saurces), seperti: Kitab al-Ahkām al-
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Sultānia (buku tentang tata pemerintahan), Qanun al-
Wazārah (undang-undang tentang kementerian), dan Kitab 
Nasihat al-Mulk (berisi nasihat kepada penguasa) yang 
ketiganya merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Al-
Mawardi. Serta terdapat bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas.
21
 Di antaranya adalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian dan, 
Perpres Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi 
Kementerian Negara, sebagai pokok penelitian adalah UU 
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian.  
 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  pendukung  
atau  bahan yang  mengiringi  bahan  pokok.  Seperti  buku-
buku  hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi  hukum serta 





I. Sistematika Pembahasan 
Penelitian ini membahas lima bab yang saling berkaitan satu 
dengan yang lain. Sebelum menempuh bab pertama maka terlebih 
dahulu terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, halaman 
persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman 
pernyataan originalitas, halaman motto, halaman persembahan, 
halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar 
isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.  
Pada bab pertama berisi sub bab penegasan judul, latar 
belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 
terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistem pembahasan. 
Pada bab kedua berisi landasan teori yang membahas 
tentang konsep pengangkatan menteri di Indonesia. 
                                                             






Pada bab ketiga penelitian ini berisi tentang sistem 
pemerintahan dan konsep kenegaraan menurut imam Al-Mawardi 
secara terperinci. 
Pada bab keempat berisi analisissecara rinci mengenai 
relevansi pengangkatan wizārah dalam sistem presidensil di 
Indonesia dalam perspektif imam Al-Mawardi 
Serta, pada bab kelima berisi kesimpulan dan saran. 
Selanjutnya pada bagian akhir berisi daftar rujukan atau daftar 
















Berdasarkan hasil paparan dari bab sebelumnya maka 
penyusun dapat memberikan kesimpulan bahwa: 
Pengangkatan menteri-menteri merupakan kewenangan 
konstitusional yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan pasal 17 
ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaan pengangkatan menteri diatur 
lebih lanjut dalam bentuk syarat pengangkatan dan pemberhentian 
Menteri pada Undang-Undang No. 39 tahun 2008 Tentang 
kementerian negara. Hadirnya syarat tersebut dapat berguna 
sebagai sarana kontrol yurudis bagi Presiden agar tidak 
menyalahgunakan wewenangnya dalam mengangkat dan 
memberhentikan menteri. Ketentuan tersebut juga bermanfaat guna 
memberikan pedoman teknis bagi Presiden agar senantiasa 
menggunakan pendekatan profesionalitas yang mengedepankan 
kecakapan kinerja dalam menangkat dan memeberikan menteri 
sebagai wujud penguatan sistem Presidensial.Pengangkatan 
menteri telah di atur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian pada Bab V Pasal 22 (1) Menteri diangkat 
oleh Presiden, (2) untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang 
harus memenuhi persayaratan. 
Al-Mawardi menjelaskan seluk-beluk jabatan Al-Wizārah 
dan membaginya menjadi dua klasifikasi, yaitu Wizārah tafwīdh 
dan Wizārah tanfīdz.  
Wazir Tafwīdhi. Imam menunjuk seseorang sebagai 
pembantunya (wazir) yang ia pasrahi mengurus berbagai urusan 
berdasarkan pandangannya sendiri dan memberlakukannya 
berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Pada masa sekarang, jabatan 
ini mirip sengan jabatan Perdana Menteri. Ini adalah jabatan paling 
krusial setelah jabatan Khilafah. Ini karena wazir mufawaadh 
(menteri yang memegang jabatan wizārah tafwīdhi) memiliki 





mengangkat para pejabat negara, menangani bidang mazhaalim 
(hal yang dijelaskan dibagian mendatang). 
Wazir Tanfīdzi. Posisi jabatan ini lebih rendah dari posisi 
jabatan wizārah tafwīdhi, ini karena wazir tanfīdzi hanya bertugas 
menjalankan rencana, pandangan,inisiatif, pengaturan, dan 
kebijakan imam. Penunjukan dan pengangkatan wazir tanfīdzi 
hanya dengan adanya izin dan persetujuan, tidak diisyaratkan harus 
dengan prosedur kontrak tertentu dengan Khalifah. Juga tidak 
disyaratkan seorang wazir tanfīdzi harus berstatus orang merdeka. 
 
1. Relavansi pengangkatan Menteri dalam sistem pemerintahan 
Indonesia perspektif Al-Mawardi diantaranya terletak pada 
yang kewenangan mengangkat/memberikan jabatan 
menteri/wazir,  kepala Negara atau Khalifah (pemimpin dalam 
Islam) sama-sama memiliki hak preogratif dalam memilih dan 
menentukan menteri sesuai dengan bidang dan 
tanggungjwabnya dengan cara menunjuk langsung menjadi 
seorang menteri. Selain itu, terdapat kemiripan pada kriteria 
atau persyaratan menjadi seorang menteri berdsarakan UU No. 
39 Tahun 2008 Tentang Kementerian dengan criteria menjadi 
seorang wazir perspektif Imam Al-Mawardi.  Seorang menteri 
harus sehat jasmani dan rohani dengan tujuan untuk menjamin 
seseorang yang akan menjadi menteri diharapkan dapat bekerja 
pemimpin pemerintahan eksekutif di bidangnya masing-masing 
secara efektif dan optimal, hal tersebut sejalan dengan 
pemikiran Imam Al-Mawardi bahwa criteria menjadi seorang 
adalah harus sehat organ tubuhnya, sehat pikirannya dan sehat 
pancaindranya, seorang menteri atau wazir juga haruslah 
memiliki integritas yang baik agar tercapainya kemaslahatan 
seluruh masyarakat. Hal itu juga tercantum di Undang No. 39 








Pengangkatan menteri merupakan Hak Prerogatif Presiden 
(Appointment Power) pada sistem presidensil. Telah banyak karya 
dan penelitian yang menyoroti tentang hak yang dimiliki oleh 
presiden ini. Pendekatan yang digunakan pada karya dan penelitian 
tersebut, seringkali menggunakan analisis politik. Kesimpulan 
dalam pembahasannya menghasilkan pengangkatan dan 
pemberhentian menteri, serta munculnya tokoh-tokoh baru dalam 
peta politik. Tokoh yang dijadikan menteri tersebut seyogyanya 
tidak hanya memenuhi syarat dan prosedur pengangkatan 
sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 39 Tahun 2008 
namun tetap harus memenuhi syariat Islam. 
Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan untuk 
mengkaji sistem pengangkatan menteri yang sesuai dengan syariat 
Islam. Salah satu pendekatan yang dapat dijadikan contoh yaitu 
menggunakan analisis perspektif Imam Al-Mawardi dalam 
meninjau sistem pengangkatan menteri pada struktur pemerintahan 
di Indonesia. Struktur pemerintahan di Indonesia melalui analisis 
perspektif Imam Al-Mawardi tersebut tentunya sesuai dengan 
syari’at Islam serta dapat dilakukan oleh Presiden dengan 
senantiasa memenuhi syarat dan prosedur pengangkatan 
sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 39 Tahun 2008. 
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